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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis jasa yang termasuk dalam kriteriajasalain dalm Pajak
Penghasilan Pasal 23 setelah adanya perubahan Kep- 70/PJ2007. Pajak sebagai iuran kepada negara yang
dapat dipaksakan untuk dibayar berdasarkan Undang-undang yang merupakan pengalihan sumber daya dari
masyarakat ke sektor publik untuk digunakan melakukan kegiatan pemerintah guna mencapai sasaran sosial
ekonomi dan ekonomi bangsa yang bersangkutan.

Sekalipun Pgjak itu dapat dipaksakan , namun pajak itu bukan sebagai hukuman yang harus dipikul oleh
anggota masyarakat yang bersalah , melainkan kewajiban bagi anggota masyarakat yang mempunyai
kemampuan membayar. Pgjak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan
yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang

telah dipotong PPh Pasal 21. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa L ain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam
Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana
Telah

Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, terdapat beberapa jenis
imbalan jasa yang pada Tahun 2006 tidak termasuk sebaga imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan
Pasal 23, tetapi pada Tahun 2007 termasuk sebagal imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ2007 tentang Jenis Jasa Lain dan
Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000 yaitu; a). Jasa penyelidikan dan keamanan; b). Jasa
penyelenggara kegiatan atau event organiser; ¢). Jasa pengepakan;dan d). Jasa penyediaan tempat dan/atau
waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.

Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Direktur
Peraturan Perpajakan |1, Konsultan Pgjak, Dosen/Akademisi, Pengamat Perpajakan dan wajib Pajak.
Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner kemudian hasil wawancara diterapkan dan dibandingkan
dengan teori yang ada. Dalam penelitian ini sample yang diambil meliputi perusahaan jasa penyelidikan dan
keamanan dan jasa pengepakan..

Hasil analisis menunjukan bahwa Witholding Tax adalah salah satu sistem

yang diakukan untuk melengkapi sistem pemungutan pajak yang ada, yaitu sistem

self assesment. Pemotongan PPh pasal 23 adalah salah sau sistem pemotongan

dengan Witholding Tax, dimana witholding tax bertujuan untuk melengkapi sistem

pemungutan pajak yang sudah ada self Assesment. Keputusan Dirjen Pajak adalah

sah sebagai amanat pasal 23 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan. Hal ini

supaya flekibel, untuk menjawab perkembangan situasi dan perkembangan usaha.
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Sebagai contoh ada jasa-jasa yang sifatnya baru, sehinga memerlukan kecepatan
dan tanggapan dari pemerintah atau dalam hal ini DJP untuk segera menetapkan
dan menggalinya. Dari hasil wawacara tampak bahwa PPh pasal 23 menganut
sistem riil, dimana Sistem nyata (riil), yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada
penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak, berapa
besarnya penghasilan yang dimaksud dapat diketahui pada akhir tahun
takwim/tahun buku. Oleh karena itu, pengenaan pajak dengan sistem nyata
merupakan suatu penghasilan dalam satu tahun pajak kemudian baru dikenakan
pajak penghasilan setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Berdasarkan
temuan tersebut, maka Sistem self assessment system dalam penghitungan pajak.
dipandang berat dan diragukan banyak pihak pelaksanaannya.. Wgjib Pajak perlu
memahami pelunasan-pel unasan atas pembayaran pajak yang manayang
dinyatakan sebagai pungutan final dan pungutan atau pembayaran mana

yang diperbolehkan sebagal kredit pajak.

Sistem withholding Tax dilaksanakan untuk mendukung sistem self assessment. Sebagai salah satu
implementasi pelaksanaan sistem withholding tax

ditetapkan jenis lain dan perkiraan penghasilan neto jasa lain. Namun penetapan
jenisjasalain dan perkiraan penghasilan neto yang berlaku sekarang belum
sepenuhnya mencerminkan keadaan dan kemampuan Wajib Pgjak yang
sesungguhnya, karena perkiraan penghasilan netto ini disusun dengan kondisi
normal Wajib Pajak, tidak memperkirakan bila ada kerugian. Jadi karena sifatnya
perkiraan belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan, yaitu keadilan dari sisi
kemampuan untuk membayar (ability to pay) .



